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Konstitusi hijau (green constitution) menempatkan Indonesia sebagai hegara yang memiliki konsekuensi
yuridis konstitusional di dalam UUD 1945 untuk menerapkan prinsip-prinsip ekokrasi, yakni setiap
kebijaksanaan atau pembangunan dibidang perekonomian selalu memperhatikan lingkungan hidup disegala
sektor, termasuk kehutanan. Objek kajian ini adalah putusan MK No. 35/ PUU-X/2012 dengan subjek
hukumnya masyarakat adat yang telah dilanggar hak konstitusionalnya. Tujuan dari pengkajian ini adal ah:
pertama, untuk menguji dan menganalisis konsistensi kewenangan negara atas doktrin welfare state dalam
pengelolaan hutan negara dengan kewenangan masyarakat adat dalam pengel olaan hutan adat berdasarkan
kajian socio-legal putusan Mahkamah Konstitusi; dan kedua, menjamin dan menganalisis terlaksananya
prinsip-prinsip ekokras atas penguatan hak konstitusional masyarakat hukum adat sebagai living law dalam
pengelolaan hutan adat, sebagai konsekuensi logis Indonesia penganut demokrasi berbasis lingkungan dan
green constitution. Penulis menggunakan metodologi berdasarkan pengkajian putusan Mahkamah
Konstitusi, dengan menelaah aspek socio-legal dalam putusan ini. Hasil kagjian ini terungkap bahwa pertama,
terdapat hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap
hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan
persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubunan hukum yang terjadi di wilayah
hutan negara. Adapun hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauhmanaisi wewenang yang tercakup dalam
hutan Adat. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam
perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan
adat jatuh kepada Pemerintah. Kedua, Pelaksanaan pembangunan nasional ataupun daerah selamaini selalu
memprioritaskan unsur ekonomi atau dalam konteks otonomi daerah lebih mengutamakan pendapatan adli
daerah, tanpa memperhatikan demokrasi lingkungan berbasis pembangunan berkel anjutan dan berwawasan
lingkungan hidup
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